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ABSTRAK  
Nama    : Herling 
Nim    : 10500111062 
Judul : Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu 
Lintas di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, 
Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-faktor penyebab) 
 
Skripsi dengan judul perilaku pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu 
lintas di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 
(Analisis Faktor-faktor Penyebab) ini dibuat dengan tujuan untuk: 1) 
Mendiskripsikan mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perilaku 
pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas di kelurahan tonro kassi, 
kecamatan tamalatea, kabupaten jeneponto. 2) Mengetahui upaya-upaya yang 
akan dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya perilaku 
pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas di kelurahan tonro kassi, 
kecamatan tamalatea, kabupaten jeneponto. 
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 
penelitian hukum normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian 
ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data berupa wawancara 
langsung/tanya jawab (dialog) dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian 
dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian tehnik 
pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku atau peristiwa terjadinya 
pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas baik tidak disengaja apalagi 
disengaja, itu terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial budaya, 
faktor ekonomi dan faktor rasa iba dari masyarakat sehingga peristiwa tersebut 
terjadi, padahal didalam peraturan perundang-undangan yang dianut di negara 
Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata 
cara menangani kecelakaan lalu lintas begitupun dengan tata cara menanggapi 
tabrakan terhadap pelaku (laka lantas) tabrakan. Bagaimanapun sebagai seorang 
manusia, pengendara memiliki sifat kodrati pasti memiliki sikap kekurang hati-
hatian dalam berkendara, lagipula di negara kita ini mempunyai petugas aparat 
kepolisian yang menangani perkara lalu lintas, oleh karenanya masyarakat 
ataupun keluarga korban tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-
wenang dengan langsung memukul pelaku tabrak, serahkanlah kepada aparatur 
kepolisian yang sudah diberikan tugas dan wewenang untuk menangani kasus 
kecelakaan lalu lintas tersebut.  
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Implikasi atau tujuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 
mengupayakan berkurangnya bahkan tidak terjadi lagi tindakan pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrakan lalu lintas, karena telah adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur dan juga sudah menjadi tugas dan wewenang aparatur 
kepolisian untuk menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas. Bahkan pihak 
kepolisian dan pihak pemerintah dapat bekerja sama melakukan sosialisasi 
mengenai tata cara penanganan jika terjadi peristiwa tabrakan lalu lintas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Undang - Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar 
konstitusional  Negara  kita telah mengutamakan pemberlakuan hukum terhadap 
tindak perbuatan yang merugikan atau melawan hukum dan tertuang dalam isi 
pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum
1
. Oleh sebab itu 
jika terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum yang berlaku ditengah-tengah 
masyarakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, 
maka masyarakat dalam menanggapi atau merespon suatu perbuatan melawan 
hukum baik disengaja maupun tidak disengaja oleh sipelaku tidak dianjurkan 
untuk melakukan perbuatan pengeroyokan atau yang lazim disebut ditengah-
tengah masyarakat main hakim sendiri (Eigen richt). 
Selain Undang-undang dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah 
Negara hukum yang berarti segala perbuatan yang melawan hukum harus 
diselesaikan dengan sistem hukum yang berlaku, juga terdapat asas yang dianut 
dalam sistem hukum Negara Indonesia yaitu Asas Legalitas “Nullum delictum 
nulla poena sine praevia lege poenali”, pengertian dari Asas Legalitas jika 
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia terdapat pada pasal 1 ayat 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana yaitu “ suatu perbuatan tidak dapat dipidana, 
                                                          
1
 Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah 
ada ”.2 
Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian 
(1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 
terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. (2) untuk 
menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas). (3) 
aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Undang-undang Dasar 1945 yang 
sudah diamandemen tidak boleh berlaku surut. Pasal 28 I berbunyi “…….. dan 
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.  
Menurut Cleiren & Nijboeret al., asas legalitas berarti tidak ada kejahatan 
tanpa undang-undang, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-
undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang 
menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan. 
Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga Negara dari kesewenang-
wenangan penguasa disamping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan 
pidana.Menurut L. Dupont (Beginselen van behoorlijke srtafrechtbedeling), peran 
asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek 
instrumental perlindungan. 
Lebih lanjut Cleiren & Nijboeret al., mengatakan hukum pidana itu hukum 
tertulis.Tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan.Hukum 
kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (strafbaarheid). Asas legalitas 
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 Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia, Kitab Lengkap Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana, ( Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012 ) h. 479 
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katanya berarti: (a) tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat 
karet). (b) tidak ada hukum kebiasaan (lex scripta). (c) tidak ada analogi 
(penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran teleologis).
3
 
Selain Asas Legalitas, dalam sistem hukum di Negara Indonesia juga 
menganut Asas Praduga Tak Bersalah. Pengertiandari Asas Praduga tak bersalah 
tersebut ialah “Setiap orang wajib diduga tak bersalah sebelum putusan yang 
menyatakan sebaliknya”. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang 
melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah 
sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah. Maksud lebih jelasnya 
setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan 
dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap.
4
 
Jika didalam peraturan perundang-undangan sudah jelas melarang 
dilakukannya pengeroyokan atas alasan yang dikeroyok pantas mendapatkannya 
karena telah menabrak atau merusak sesuatu, baik perbuatan itu tidak disengaja 
apalagi disengaja, maka didalam Al-qur’anpun juga dilarang. 
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 A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, ed. 
Musayyedah dan Nirwana Rasyid. ( Cet. I; Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010 ) h. 54 dan 55 
4
 Suharto & Jonaedi Efendi.Panduan praktis bila anda mengahadapi perkara 
pidana(mulai proses penyelidikan hingga proses persidangan).ed. Fifit Fitri Luftianingsih. ( Cet. 
I; Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2010 ) h. 58 
4 
 
 
Sebagaimana Allah Swt berfirman didalam “QS Âli„Imrân, 3: 103”
                         
                           
                     
Terjemahnya:  
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, 
orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
5
 
Dalam ayat ini Allah subhanahu wata’ala mewajibkan supaya berpegang 
teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah nabi-Nya dan agar menyelesaikan 
permasalahanya berdasarkan keduanya. Allah juga memerintahkan agar 
berjama’ah dalam mengamalkan islam, sebab dengan cara damikian maka akan 
ada kesepakatan dan kesatuan yang merupakan syarat utama bagi kebaikan dunia 
dan agama. Ayat ini melarang berpecah belah (berkelompok-kelompok) dalam 
agama, sebagaimana berpecah-belahnya ahli kitab atau orang-orang jahiliyah yang 
lain. Ayat ini juga melarang melaksanakan segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan perpecahan dan menghilangkan persatuan.
6
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 Kementrian Agama R.I.,  Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi I. ed. Safitri Lusiana D. ( 
Cet. I; Bandung: P.T. Sygma Examedia Arkanleema, 2011 ). 
6
 http//:mujahidin21.wordpress.com. ( 24 Desember 2014 ). 
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Kemudian kejahatan pembunuhan adalah membunuh jiwa seseorang tanpa 
alasan yang sah, seperti digambarkan dalam QS. Al-Isra (17): 33: 
                                 
                     
Terjemahnya:  
“ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt. 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang 
siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui 
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan. “ 
Pada ayat ini Allah SWT Melarang pula melakukan pembunuhan secara 
mutlak. Al-Syaukani menafsirkan frase dengan menjelaskan bahwa maksudnya 
adalah larangan untuk membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt. Demi 
pemeliharaan jiwa, agama dan perjanjian. Yang dimaksud dengan alasan yang 
benar adalah pengecualian terhadap atas apa yang dibolehkan untuk membunuh 
jiwa yang meskipun pada dasarnya terpelihara. Adapun pengecualian yang 
dimaksud adalah murtad, zina muhsan dan hukum qisas bagi orang yang telah 
membunuh dengan sengaja.
7
 
Dari pengertian asas legalitas yang dipaparkan tersebut dan juga Asas 
Praduga Tak bersalah serta penjelasan dari kitab suci Al-Qur’an sangat 
menegaskan bahwa tindakan kesewenang-wenangan atau main hakim sendiri 
hingga melakukan tindakan perilaku pengeroyokan sangat tidak dianjurkan dalam 
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menanggapi peristiwa tabrakan lalu lintas, baik disengaja apalagi tidak disengaja 
oleh sipelaku. 
Tindakan atau perilaku pengeroyokan lazim atau sering terjadi ditengah-
tengah masyarakat terhadap sipelaku baik tidak disengaja apalagi jika disengaja 
terhadap peristiwa atau kasus kecelakaan lalu lintas terutama menabrak apalagi 
jika sipelaku melakukan tindakan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya 
yang telah menabrak yaitu tabrak lari, setelah menabrak langsung lari, maka dari 
perbuatan tersebut timbullah keinginan atau reaksi orang-orang atau masyarakat 
yang ada disekitar peristiwa kejadian menabrak tersebutuntuk melakukan tindakan 
atau perilaku pemukulan bahkan pengeroyokan terhadap sipelaku tabrak. 
Contoh: sebuah kasus pengeroyokan terhadap pelaku tabrak yang pernah 
dialami oleh Dg. Hamo di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, 
Kabupaten Jeneponto pada tanggal 21 mei 1999 silam sekitar jam 10 pagi. Ketika 
mengendarai kendaraan mobilnya, dg. Hamo pada saat itu menabrak masyarakat 
sekitar yang mengendarai sepeda motor dan korban tabrak tersebut meninggal 
dunia, korban tersebut berjumlah dua orang, yang satu meninggal di tempat yang 
satu lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat beberapa jam, namun 
akhirnya meninggal juga. Menurut yang diceritakan oleh dg. Hamo,  kronologis 
kejadian tabrakan tersebut bermula ketika korban pengendara motor sedang buru-
buru menuju ke suatu tempat tujuannya yang kisaran laju kecepatan kendaraannya 
sekitar 60km/jam namun di depannya ada kendaraan angkutan umum yang tiba-
tiba berhenti dan secara langsung pengendara motor tersebut menghindar dari 
kendaraan angkutan umum dengan cara menyalip tanpa mempertimbangkan 
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kendaraan mobil yang dikendarai oleh dg. Hamo yang kisaran laju kendaraannya 
juga sekitar 60 km/jam yang berada dari arah berlawanan dan secara langsung 
pengendara motor tertabrak oleh dg. Hamo tanpa ada unsur kesengajaan, setelah 
menabrak warga sekitar mendatangi lokasi jalan tabrakan tersebut terjadi dan ada 
beberapa warga yang marah tanpa pikir panjang langsung memukul dg.Hamo 
beberapa kali tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian setempat untuk 
menangani kasus tabrakan tersebut.setelah itu untuk dimintai keterangan dan 
pertanggung jawaban dg. Hamo ditahan 12 hari di polrestabes jeneponto dan 
melalui tata cara atur damai atau peradilan nonlitigasi dg. Hamo membayar 
sejumlah uang kepada keluarga korban berjumlah 12 juta Rupiah dan setelah itu 
kasus tersebut selesai. 
Dalam peristiwa tabrakan terdapat banyak faktor atau penyebab sehingga 
peristiwa kejadian yang tidak diinginkan baik sipelaku apalagi sikorban terjadi 
begitu saja, namun kebanyakan fakta realita nyata ditengah-tengah masyarakat 
tidak lagi memperhatikan, memperdulikan dan mempertimbangkan hal tersebut, 
mungkin karena pengaruh lingkungan yang keras, sehingga membentuk watak 
yang keras pula. Hal inilah yang biasa memicu seseorang untuk tidak lagi berpikir 
panjang menanggapi peristiwa kejadian kecelakaan menabrak dan langsung 
melakukan tindakan pengeroyokan tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada 
pihak yang berwajib yaitu kepolisian setempat. 
Setelah masyarakat sekitar mengajukan laporan kepada pihak yang 
berwajib disekitar tempat terjadinya peristiwa tabrakan tersebut maka dengan 
segera pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian melakukan tugasnya yaitu 
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penangkapan, yang mana arti penangkapan tersebut ialah “tindakan berupa 
pengekangan sementara waktu dari tersangka atau terdakwa jika ada cukup bukti 
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan”8. dan dijelaskan 
pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 1 ayat 20 
“penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 
waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna 
kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.9 Dan merupakan tugas dan 
wewenang kepolisian dalam menangani perkara seperti penangkapan terhadap 
pelaku tabrak. 
Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Undang-undang No. 2 
Tahun 2002 tersebut dirinci dalam pasal 14 poin b Undang-undang No. 2 Tahun 
2002 tentang Polri, yaitu: (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas di jalan.
10
 
Dari segi Hukum Pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan 
dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam bahasa sehari-hari disebut 
“kepentingan umum”. Seseorang yang sengaja atau lalai tidak menjunjung 
hukum, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, misalnya 
melakukan pencurian atau pemerkosaan.Sepintas, yang mengalami kerugian 
adalah orang yang barangnya dicuri atau wanita yang diperkosa tersebut. Akan 
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tetapi, semua anggota masyarakat menjadi khawatir. Kekhawatiran ini merupakan 
“kepentingan masyarakat” yang harus dicegah atau dihapuskan dengan cara 
memberi ganjaran/pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan 
dengan kewajibannya, yakni menjunjung hukum (Pasal 27 UUD 1945).
11
 
Dari uraian latar belakang diatas, fenomena sering perlakuan tindakan 
pengeroyokan atau main hakim sendiri dalam menanggapi peristiwa tabrakan baik 
itu merugikan nyawa orang lain hingga korbannya meninggal dunia atau merusak 
barang atau sesuatu hal penting, masyarakat sekitar apalagi keluarga dari korban 
tanpa pikir panjang langsung melakukan tindakan pengeroyokan tanpa ditangani 
terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib bahkan belum memiliki putusan 
kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan setempat.  
Maka hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti 
masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul 
Perilaku pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan 
Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-
faktor penyebab). 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus dalam penelitian ini adalah pelaku pengeroyokan dan pelaku tabrak 
serta pelaksanaan dan penerapan Asas Legalitas dan Asas Praduga tak Bersalah 
oleh para aparat penegak hukum dan tentunya masyarakat sebagai bentuk 
implementasi dari Undang–undang  No. 22  tahun  2009 Tentang Lalu Lintasdan 
Angkutan Jalan Di Kabupaten  Jeneponto. Serta menganalisis faktor-faktor 
penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas berhubung 
karena judul dari pembahasan dalam skrispsi ini ialah Perilaku pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrakan Lalu Lintas di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan 
Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (Analisis Faktor-faktor penyebab). 
C. Rumusan Masalah 
1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan 
masyarakat terhadap pelaku tabrakan lalu lintas di Kelurahan Tonro Kassi, 
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten  Jeneponto? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrakan? 
D. Kajian Pustaka 
1. Tindak Pidana Pengeroyokan 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit yang dimana unsur tindak pidana dapat dibedakan 
setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari 
sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli 
hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang 
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undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 
menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
12
 
Istilah Pengeroyokan; tidak lagi baru ditelinga masyarakat oleh karena 
pada dasarnya Pengeroyokan sangat erat kaitannya dengan tindakan atau sikap 
yang tidak terpuji sebagai bagian dari perilaku masyarakat itu sendri. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Pengeroyokan adalah 
“tindakan pemukulan secara bersama-sama”. Dari konteks pengertian 
pengeroyokan menurut KBBI tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu yang 
berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau 
sekelompok orang tersebut.
13
 
Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, menurut Moeljatno unsur 
tindak pidana adalah (a) perbuatan, (b) yang dilarang (oleh aturan hukum), (c) 
ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Perbuatan manusia saja yang 
boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, 
maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan 
orangnya. Ancaman diancam dengan pidana, pengertian diancamn pidana 
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. 
Menurut rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: 
(a) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), (b) yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, (c) diadakan tindak penghukuman. Dari unsur 
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yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa 
seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman 
(pemidanaan). Berbeda dengan moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti 
perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang dalam rumusan buku 
II dan buku III KUHP ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan, yaitu  mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian 
seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-
kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Dari rumusan tindak 
pidana tertentu dalam KUHP tersebut, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak 
pidana, yaitu: (a) unsur tingkah laku (b) unsur melawan hukum (c) unsur 
kesalahan (d) unsur akibat konstitutif (e) unsur keadaan yang menyertai (f) unsur 
syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana (g) unsur tambahan untuk 
memperberat pidana (h) unsur objek hukum tindak pidana (i) unsur kualitas 
subjek hukum tindak pidana (j) unsur syarat tambahan untuk memperingan 
pidana. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 
objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang 
bersangkutan.
14
 
2. Asas Legalitas dan Asas Praduga Tak Bersalah 
Undang-undang dasar yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara 
hukum yang berarti segala perbuatan yang melawan hukum harus diselesaikan 
dengan sistem hukum yang berlaku. Selain Undang-undang Dasar juga terdapat 
                                                          
14
 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I ( Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-
teori Pemidanaan & Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana ). h. 82-84 
13 
 
 
asas yang dianut dalam sistem hukum Negara Indonesia yaitu Asas Legalitas “ 
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ”, pengertian dari Asas 
Legalitas jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia terdapat pada pasal 1 ayat 
1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu suatu perbuatan tidak dapat 
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 
yang telah ada.
15
 
Selain Asas Legalitas, juga terdapat Asas yang sangat berperan penting 
dalam pembahasan isi muatan skripsi ini, yaitu Asas Praduga Tak Bersalah. 
Pengertian dari Asas Praduga tak Bersalah tersebut ialah “suatu asas yang 
menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan atau 
dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya 
putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan 
hukum tetap”.16 
Yang berarti tidak ada perbuatan apapun yang telah dilanggar dalam suatu 
peraturan perundang-undangan yang terlepas dari proses hukum termasuk 
perbuatan pelanggaran lalu lintas termasuk menabrak, baik itu disengaja apalagi 
tidak disengaja. Masyarakat dalam hal ini tidak boleh melakukan tindakan main 
hakim sendiri apalagi melakukan pengeroyokan terhadap sipelaku tabrak, ada 
baiknya jika hal seperti ini terjadi laporkan saja langsung ke pihak yang berwajib 
dalam hal ini kepolisian. 
Kepolisian merupakan salah satu institusi Negara yang sangat penting. 
Kepolisian mengembang salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 
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pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tinjauan 
keberadaan kepolisian tercantum dalam pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002, sebagai 
berikut:  
“kepolisian Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan 
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia”.17 
Negara Indonesia memiliki kelengkapan Aparatur dalam menangani 
perbuatan pelanggaran Lalu Lintas yaitu Kepolisian, yakni diatur dalam Undang-
undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
terdapat dalam BAB III Pasal 14 ayat 1 point b berbunyi: 
“Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: b. 
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan 
kelancaran lalu lintas di jalan”.18 
Selain Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, ada pula Undang-undang yang mengatur lebih rinci mengenai 
tata cara penanganan kecelakaan tabrakan Lalu Lintas yaitu diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat 
Pada BAB XIV Bagian Kedua Paragraf I Pasal 227, berbunyi:  
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“Pasal 227 Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas 
dengan cara: 
a. mendatangi tempat kejadian dengan segera; 
b. menolong korban; 
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; 
d. mengolah tempat kejadian perkara; 
e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas; 
f. mengamankan barang bukti; dan 
g. melakukan penyidikan perkara.”19 
Dalam penjelasan uraian kedua peraturan perundang-undangan tersebut, 
Maka sudah sangat jelas bahwa dalam hal terjadi suatu peristiwa kecelakaan 
tabrakan lalu lintas sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan prosedur 
peraturan perundang-undangan, tanpa harus terjadi lagi peristiwa pengeroyokan 
yang lazim terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui  peraturan  hukum dan perundang–undangan yang 
mengatur tentang kecelakaan tabrakan Lalu Lintas. 
2. Untuk mengetahui Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Jeneponto. 
3. Untuk mengetahui dampak penerapan terhadap masyarakat setempat 
mengenai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
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Angkutan Jalan karena masih terjadinya pengeroyokan terhadap pelaku 
tabrakan di Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten  
Jeneponto. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat 
digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang 
ingin mengetahui dan meneliti Analisis Faktor-faktor penyebab terjadinya 
peristiwa pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas di Kabupaten 
Jeneponto. 
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum pidana pada 
khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana tentang pengeroyokan 
dalam hal ini analisis faktor-faktor penyebabnya. 
3. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai 
bahan literatur atau referensi dalam penegakan hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
Sehubungan  dengan  kajian  yang berkaitan dengan Lalu lintas yang 
kemudian terjadi kecelakaan tabrakan pada lalu lintas tersebut lalu berujung 
terjadinya pengeroyokan maka dapat dikemukakan beberapa konsep antara lain : 
Lahirnya Undang – undang  Lalu Lintas  yang  telah  diubah  sebanyak  
dua  kali  dan  yang  paling  terbaru adalah UU No. 22 Tahun 2009,  pengertian 
Lalu lintas,  pengertian  Kecelakaan Lalu lintas,   dan  lain – lain yang  berkaitan  
dengan  Lalu lintas, yang kemudian juga secara spesifik diatur dalam Undang-
undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Penyempurnaan Undang – undang Penegakan dan Penanganan Lalu Lintas 
nomor  22 Tahun 2009 sangat memperjelas bagaimana menyelesaikan 
permasalahan Lalu lintas  yang dilakukan oleh para pengguna lalu lintas maupun 
masyarakat yang tak bertanggung jawab agar terciptanya penerapan Lalu lintas 
yang baik dan sesuai dengan aturan – aturan yang ada.  
A. Definisi Berlalu Lintas  
Berdasarkan Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan 
Angkutan jalan dijelaskan pengertian Lalu Lintas dan kecelakaan Lalu lintas 
yakni dalam: Pasal 1 (ayat 2 dan ayat 24) (a). ayat 2: Lalu Lintas adalah gerak 
Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. (b) ayat 24: Kecelakaan Lalu 
Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja 
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melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
1
 
Pada  dasarnya berdasarkan uraian pengertian Lalu lintas dan kecelakaan 
Lalu lintas yang di jelaskan dalam Undang – undang No 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu lintas dan Angkutan Jalan,  tak terlepas dari hubungan timbal balik antara 
masyarakat dengan penegak hukum dalam hal ini kepolisian, jika menanggapi 
peristiwa tabrakan  Lalu Lintas dengan melakukan Pengeroyokan yang dilakukan 
oleh masyarakat sekitar terjadinya peristiwa tabrakan Lalu lintas tersebut. 
B. Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengeroyokan, adalah “tindakan 
pemukulan secara bersama-sama”. Dari konteks pengertian pengeroyokan 
menurut KBBI tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan 
pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang tersebut. 
Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan  secara 
detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada  dasarnya sesuatu 
tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang 
tersebut.
2
 
Dari  beberapa  pemahaman  tentang  Lalu lintas dan Kecelakaan Lalu 
lintas serta Pengeroyokan diatas dapat dipahami bahwa pada dasarnya Lalu Lintas  
merupakan  hubungan  antara pengguna jalan dengan masyarakat yang ada 
disekitar kawasan Lalu lintas tersebut atau aparat Hukum yaitu kepolisian yang 
menangani peristiwa tabrakan Lalu lintas. 
                                                          
1
 Republik Indonesia, undang-undang nomor 22 tahun 2009 BAB I Pasal I 
2
 Layla, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 316 
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Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, 
barulah berarti apabila senyatanya didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan 
jelas sehingga tegaknya suatu keadilan, paling tidak meminimalkan kekerasan 
yang sekarang sudah berada pada titik nadir yang memprihatinkan. Keadilan 
dimaksud adalah keadilan vindikatif bukan keadilan absolut yang mana 
menjatuhkan suatu hukuman berdasarka prosedur hukum dan alasan yang jelas 
dan mendasar, dalam arti tidak berdasarkan perasaan sentiment, kesetiakawanan, 
kompromistik dan atau alasan lain yang justru jauh dari rasa keadilan.
3
 
Para penegak hukum di Indonesia, dengan tidak mengabaikan upaya keras 
pemerintah kita dengan segala hasilnya telah kita saksikan bersama, tetapi kita 
juga tidak menutup mata, terkesan hanyalah hukum ibarat sarang laba-laba yang 
hanya mampu menjerat orang-orang kecil, para fakir miskin, pencuri kelas kecil, 
orang-orang bodoh dan kejahatan yang pada umumnya dilakukan masyarakat 
kelas bawah. Namun, kalau berhadapan dengan petinggi Negara atau penjahat 
kelas atas, hukum tidaklah berarti sebagai suatu perangkat menegakkan keadilan 
serta sangat jelas tidak atau belum terlalu ada komitmen moralitas untuk itu, 
apalagi carut-marutnya hukum kita ini memerlukan energi yang sangat kuat untuk 
membangunnya kembali. 
Sisi lain bagian yang tak terpisahkan dalam mengelola kekerasan kaitan 
dengan upaya menegakkan supremasi hukum, perlunya sistem sosialisasi 
peraturan perundang-undangan yang mampu menjangkau keberbagai kalangan, 
bahkan sampai ke kalangan yang terbawah dan tertinggal sekalipun. Hal ini 
                                                          
3
 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: makna dialog antara hukum dan 
masyarakat, dengan kata pengantar oleh Soetandyo Wignjosoebroto. ( Cet. III; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2013 ) h. 283 
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dilakukan mengingat Negara Indonesia yang sedemikian besar dan letak 
geografisnya relatif sulit dijangkau alat transportasi dan komunikasi (khusus pada 
masyarakat yang terkebelakang dan atau tertinggal). 
Disamping sistem sosialisasi yang baik, gajala kebutuhan fungsional 
bahkan mungkin skruktural masyarakat untuk melakukan penyelewengan seperti 
melakukan penyogokan terhadap kasus-kasus pidana dan atau kasus hukum 
lainnya, seperti kasus pelanggaran lalu lintas, pembuatan SIM, pembuatan KTP 
dan lain-lain (karena menganggap dengan penyogokan segala urusan bisa selesai 
tanpa harus bersusah payah melewati prosedur yang seharusnya) perlu secepatnya 
diputus mata rantainya sehingga tidak semakin menambah terpuruknya yang 
menjadikan preseden buruk bagi pembangunan masa depan hukum khususnya di 
Indonesia sama-sama kita cintai.
4
 
C. Faktor-Faktor Terjadinya Pengeroyokan 
1. Faktor sosial budaya 
Kekerasan yang mendasar adalah ketidakadilan dan kemiskinan sehingga 
menjerumuskan manusia ke lubang fatalism sub-human yaitu kubangan yang 
tidak jauh beda bahkan lebih rendah derajatnya dari kehidupan hewan (fatalisme 
tidak adanya hukum, maka manusia; selalu diliputi ketakutan karena terancam 
kekerasan, penganiayaan dan kemiskinan, menyendiri, penuh kekotoran, beringas, 
gelisah, nir-keadilan dan merasa terlempar ke lembah kehinaan) yang berpotensi 
berproses kepada naiknya tensi pembangkangan sebagai wujud protes terhadap 
simbol-simbol legitimasi kekerasan yang dilakukan baik secara laten, sistemik dan 
                                                          
4
 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: makna dialog antara hukum dan 
masyarakat, dengan kata pengantar oleh Soetandyo Wignjosoebroto.h. 296-298 
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terskruktur atau cara-cara lainnya oleh pihak-pihak yang semestinya melindungi 
yang berwujud institusi konstitusi Negara.
5
 
Terlepas dari adil dan atau tidak adilnya sebagai salah satu fungsi hukum, 
maka spiral kekerasan juga sampai melingkar-mengkristal ke dalam wilayah yang 
sangat pribadi sehingga aparatur penegak hukumpun menjadi tidak berdaya.
6
 Oleh 
karena juga masyarakat tersebut ada beberapa yang tempramen yang dipengaruhi 
oleh lingkungan yang keras dan seringnya mengkomsumsi hamar atau minuman 
keras sehingga membentuk karakter yang berwatak keras pula. 
2. Faktor ekonomi 
Adanya tindakan ketidak-adilan yang sering didapatkan sebagian 
masyarakat dari pemerintahnya, sehingga menimbulkan kesengjangan antara 
masyarakat sehingga  menimbulkan sifat iri hati dan dengki. Sebagian orang 
mampu membeli kendaraan (sepeda motor, mobil dan kendaraan lain) sebagian 
juga tidak mampu karena keterbatasan ekonomi, hal seperti inilah yang terkadang 
memicu terjadinya prasangka buruk sebagian masyarakat yang tidak mampu 
membeli kendaraan tersebut kepada masyarakat yang mampu membeli, sehingga 
jika terjadi tabrakan sebagian masyarakat yang tidak mampu membeli kendaraan 
dan terlanjur geram tersebut langsung melakukan tindakan pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrak. 
 
 
                                                          
5
 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: makna dialog antara hukum dan 
masyarakat, dengan kata pengantar oleh Soetandyo Wignjosoebroto.  h. 278 & 279 
6
 Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: makna dialog antara hukum dan 
masyarakat, dengan kata pengantar oleh Soetandyo Wignjosoebroto.h. 280 
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3. Faktor rasa solidaritas (pacce) dari masyarakat 
Penjelasan mengenai faktor rasa solidaritas (pacce) dari masyarakat, yang 
diambil langsung dari tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat. Hampir semua 
penjelasan mengenai hal tabrakan terutama pelaku memang terkadang 
menimbulkan efek yang sensitif karena pemicu dari terjadinya pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrak karena terkadang ada beberapa pengendara memang sering 
ugal-ugalan dijalan, menggunakan kendaraannya dengan kecepatan atau laju  
yang tidak sepantasnya, misalnya melewati jalan yang terdapat banyak pengguna 
jalan, di depan sekolah, di depan tempat ibadah. Meskipun sudah diberi 
peringatan untuk pelan-pelan baik tertulis maupun secara langsung, sehingga 
sebagian masyarakat sekitar menjadi geram dan tiba saat terjadinya sesuatu yang 
tidak diinginkan yaitu terjadi tabrakan yang tidak diinginkan oleh pelaku apalagi 
korban tabrak, sebagian masyarakat sekitar kejadian tabrakan tersebut langsung 
bereaksi dengan cara melakukan pemukulan baik secara individu maupun secara 
bersama-sama. 
D. Upaya penanggulangan 
1. Upaya penanggulangan dari pihak Masyarakat 
Peran tokoh masyarakat, pemuka adat, skruktur pemerintah,  tokoh alim 
ulama bahkan lingkup keluarga dapat menjadi panutan agar menjadi pihak yang 
mampu memberikan penjelasan dan pemahaman dalam menanggapi peristiwa 
tabrakan kecelakaan lalu lintas yang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku 
yang telah diatur dalam perundang-undangan, diantaranya menjadi contoh dan 
panutan selaku pelaku pengguna jalan yang baik, baik itu sedang berkendara 
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maupun berjalan kaki tanpa harus melakukan kegiatan pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrak. 
Hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan ialah memberitahukan dan 
berbagi ilmu maupun pengalaman kepada orang-orang sekitar kita mengenai 
prosedur dan tata cara menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas termasuk 
meminta pertanggung-jawaban kepada pelaku tabrak, agar tercipta situasi 
kondusif dan rasa tanggung jawab yang besar dari pihak sipenabrak. Selama ini 
memang masih banyak kasus tindakan tabrak lari oleh sipengguna jalan 
dikarenakan sipelaku tabrak takut dikeroyok oleh masyarakat sekitar yang berada 
pada peristiwa tabrakan tersebut, namun lain halnya jika sipelaku tabrak tidak lari 
dari pertanggung jawaban dengan cara berhenti dan menolong segera korban yang 
ditabraknya dan masyarakat sekitarpun tidak boleh melakukan tindakan main 
hakim sendiri terhadap sipelaku tabrak. Maka dari itu penjelasan dari pihak-pihak 
yang dianggap tahu mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas sangat 
diharapkan untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. 
2. Upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian 
Semakin bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan semakin banyak 
pula para pengguna jalan raya. Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat 
vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan 
pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak 
hanya menimbulkan dampak positif tetapi menimbulkan dampak negatif pula 
seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas darat. Selain itu bertambahnya jumlah 
pengguna jalan raya tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan 
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sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain  itu mudahnya masyarakat 
dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah 
beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalulintas disebabkan 
pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana 
tata cara berlalu lintas yang aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak layak 
jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat. 
Pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan raya lebih patuh 
terhadap peraturan lalu lintas dan lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga bisa 
meminimalisasi kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian Penguna Jalan, 
serta dalam pembuatan SIM harus lebih selektif sehingga SIM hanya dimiliki oleh 
orang yang cakap mengendarai kendaraan bermotor. Kepolisian dan pemerintah 
harus bekerja sama dalam rangka kegiatan mensosialisasikan mengenai pemberian 
ganti rugi atau santunan maupun pertolongan dan perawatan kepada korban 
kecelakaan lalu lintas darat dan pemberlakuan undang-undang tentang lalu lintas, 
agar tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrak setidaknya bisa diminimalisir 
dan melalui tahap-tahap atau prosedur yang berlaku.
7
 
Dalam perkembangan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang 
sering digunakan adalah tindak pidana. CST Kansil
8
 merumuskan tindak pidana 
yaitu: (a) perbuatan pidana (hendeling) perbuatan manusia yang dimaksud bukan 
hanya “melakukan” (een doen) akan tetapi termasuk juga “tidak melakukan” 
(nietdoen). (b) perbuatan manusia tersebut haruslah melawan hukum 
                                                          
7
 http//:masriadam.blogspot.com ( 7 januari 2015) 
8
 CST Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, ( Cet. I; Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004 ), 
h. 37. 
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(wederrechtelijk). (c) perbuatan tersebut diancam pidana (strafbaargesteld) oleh 
undang-undang. (d) harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung 
jawab (teorekeningsvatbaar). (e) perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan 
(schuld) si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) ataupun ketidak 
sengajaan/kelalaian (culva). 
Perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan subjek hukum baik manusia 
yang termasuk kedalam lingkungan delik, bersifat melawan hukum dan dapat 
dicela.
9
 Dari batasan tersebut maka dapat diketahui 3 unsur perbuatan pidana, 
yaitu: (a) perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup delik (b) perbuatan 
tersebut bersifat melawan hukum (c) perbuatan tersebut dapat dicela. 
Unsur pertama berkaitan dengan asas legalitas, kemudian unsur kedua 
perbuatan yang bersifat melawan hukum, berkaitan dengan sifat melawan hukum 
yang objektif yang tampak dari perbuatan nyata melawan hukum atau sifat 
melawan hukumnya perbuatan, dan yang lain adalah sifat melawan hukum yang 
subjektif  (berkaitan dengan sanubari). Sedangkan pemahaman perbuatan tersebut 
dapat dicela, maka dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut terlarang secara 
perundang-undangan (hukum tertulis) dan juga tercela dalam pandangan 
masyarakat (hukum tak tertulis, termasuk rasa kepatutan dan kesusilaan). 
Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita saat ini hanya orang 
perseorangan (natural person) yang dapat melakukan perbuatan pidana atau 
tindak pidana, seperti digunakannya istilah barang siapa, siapapun. Namun 
                                                          
9
 J.E Sahepaty, Hukum Pidana. ( Cet. III; Yogyakarta: Liberty, 1995 ), h. 27 
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demikian dalam perkembangan perundang-undangan Indonesia, legislator atau 
pembentuk Undang-undang telah memberlakukan korporasi atau badan hukum 
sebagai pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana dalam beberapa undang-
undang khusus. 
Dalam sistem hukum Indonesia dikenal berlakunya suatu asas, yaitu asas 
legalitas “tiada pidana tanpa perbuatan” asas tersebut mengandung arti, bahwa 
suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, hanyalah apabila suatu 
ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut 
merupakan suatu perbuatan pidana. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) 
KUHP, yang bunyinya ialah “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali 
berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan 
itu dilakukan telah ada”. 
Dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak 
pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika 
perbuatan itu dilakukan, baik perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan 
pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh 
ketentuan pidana. (a) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau 
dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif. (b) 
terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau 
kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggung jawabkan 
kepadanya, jadi ada unsur subjektif.
10
 
                                                          
10
 Wirjono Prodjodikoro, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. ( Cet. I; 
Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997 ) h. 31 
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Berkaitan dengan unsur melawan hukum tersebut, Moeljatno
11
 
berpendapat melawan hukum berarti melawan hukum baik dengan objektif yang 
tampak dari perbuatan yang nyata melanggar hukum dan melawan hukum yang 
subjektif yang tidak tampak secara nyata karena melekat pada sanubari/terdakwa. 
Sedangkan Sudharto
12
 memberikan arti tentang melawan hukum, berarti: (a) 
bertentangan dengan hukum (b) bertentangan dengan hak (subjectif recht) orang 
lain (c) tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak harus bertentangan dengan 
hukum. 
Dalam pembuktian apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, pertama harus 
dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dituduhkan tersebut telah 
memenuhi unsur delik. Apabila telah terpenuhi baru menuju pada tahap 
berikutnya yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah pembuat mampu 
bertanggung jawab. Hal yang diutarakan oleh EY Kanter
13
 bahwa dasar dari 
pertanggung jawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan 
hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan 
berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. 
Kesalahan terbagi atas dua bentuk, yaitu: (a) kesengajaan (dolus/opzet) (b) 
kelalaian/kealpaan (culva). 
 
 
                                                          
11
 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. ( Cet. II; Jakarta: Bina Aksara, 1987 ), h. 61-62 
12
 Sudharto, Hukum Pidana Jilid I A-B, Diklat, UNDIP, diakses tanggal 27 Juni 2014 
13
 EY. Kanter & SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. 
( Cet. I; Jakarta: Storia Grafika, 2002 ), h. 162 
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Dengan demikian sanksi pidana yang dapat diberikan dalam hal ini dapat 
berupa hukuman penjara terhadap pelaku tabrak tanpa harus dikeroyok atau 
mengalami pengeroyokan dan telah dinyatakan bersalah baik kesalahan dengan 
kesengajaan ataupun dengan kelalaian. 
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E. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis mengenai faktor-faktorterjadinya pengeroyokan terhadap pelaku 
tabrakan Lalu Lintas yang mencederai Asas Legalitas dan Asas Praduga 
tak Bersalahyang berlaku pada sistem hukum di Negara Indonesia dan juga 
perbuatan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Ketentuan Perundang – 
undangan Tentang 
penanganan tabrakan  
Lalu lintas 
1. Undang – undang 
No. 2 Tahun 2002 
Tentang  Kepolisian 
Negara Republik 
Indonesia.  
2. Undang-undang No. 
22 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Penanganan 
1. Berjalan 
2 . Tidak 
sepeuhnya 
berjalan 
 
Reaksi 
1. Positif  
2. Negatif 
Terwujudnya  penanganan peristiwa tabrakan Lalu Lintas 
sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis berusaha mendiskripsikan suatu gejala, 
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan 
perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 
penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriktif, peneliti berusaha 
mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa 
memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Data yang digunakan dalam skripsi ini merupakan data kualitatif yang 
diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:  
1. Jenis Penelitian 
a. Penelitian lapangan (field research), yaitu peneltian yang dilakukan 
dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, penulis 
melakukan wawancara kepada Kasatlantas Kepolisian Resort Jeneponto, 
Kepala Lurah dan Beberapa Tokoh Masyarakat Kelurahan Tonro Kassi 
Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan Korban Pengeroyokan.  
b. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku 
terkait kecelakaan lalu lintas, situs-situs internet, terhadap UU. No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU. No. 2 
Tahun 2002 Tentang Kepolisian serta hal lain yang memiliki hubungan 
dengan pembahasan skripsi ini. 
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2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian 
Resort Jeneponto dan Kantor dan wilayah Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan 
Tamalatea, Kabupaten jeneponto. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian 
yuridis normatif (penelitian perpustakaan atau studi dokumen). Langkah pertama 
yang dilakukan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum 
sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
pemakaian instrument undang-undang tentang kecelakaan lalu lintas. Selain itu 
dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. 
Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan 
persoalan ini dalam perspektif hukum. 
C. Sumber Data 
Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat 
dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber data yang berupa peraturan 
perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
2. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
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relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui 
perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait. 
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya 
kamus-kamus dan ensiklopedia. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penulis melakukan penelitian langsung kepada Kasatlantas Kepolisian 
Resort Jeneponto, Kepala Lurah dan Beberapa Tokoh Masyarakat Kelurahan 
Tonro Kassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan Korban 
Pengeroyokan. Dengan menggunakan tehnik:  
1. Wawancara langsung, Yaitu melakukan proses Tanya jawab (dialog) 
dengan Kasatlantas Kepolisian Resort Jeneponto, Kepala Lurah dan 
Beberapa Tokoh Masyarakat Kelurahan Tonro Kassi Kecamatan 
Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan Korban Pengeroyokan.  
2. Studi Dokumen, Yaitu Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi 
kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data 
sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek 
yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah 
dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.
1
 Serta 
menelaah buku-buku, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Lalu 
Lintas, bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini juga mencakup dari 
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 Rianto Adi. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. ( Jakarta : Granit, 2010 ), h.57. 
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berbagai literatur buku, jurnal baik pada media cetak maupun dari media 
online, artikel-artikel ilmiah, makalah, dan hasil penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang 
disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni: peraturan perundang-undangan, 
wawancara dan studi dokumen. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun sekunder dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya 
diajukan secara deskriktif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan 
penulisan ini. Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode 
sebagai berikut:  
1. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. 
2. Deskriktif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip 
atau memperjelaskan bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian 
umum. 
3. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan 
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta menimbulkan kerancuan.  
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BAB IV 
Perilaku Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas di 
Kelurahan Tonro Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto 
(Analisis Faktor-faktor penyebab) 
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengeroyokan Terhadap Pelaku 
Tabrakan Lalu Lintas 
Seorang pengendara kendaraan yang melakukan tindakan atau perbuatan 
menabrak, dalam peraturan Undang-undang yang mengatur tentang Lalu lintas, 
maka ia dapat dituntut secara hukum pidana, terlepas dari sengaja atau tidak 
sengajanya pengendara tersebut melakukan perbuatan menabrak, tidak bisa 
dipungkiri bahwa pasti ada reaksi atau respon dari keluarga korban dan 
masyarakat di sekitar tempat kecelakaan tabrakan tersebut yaitu melakukan 
tindakan pemukulan bahkan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan tersebut.  
Tindakan pemukulan bahkan pengeroyokan yang dilakukan oleh keluarga 
korban maupun masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian tabrakan mungkin 
saja terjadi terhadap sipelaku tabrak, apakah karena tidak disengaja apalagi 
disengaja oleh sipengendara, bagaimanapun sebagai manusia, pengendara tidak 
bisa terlepas  dari kemungkinan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan 
karena hal itu merupakan sifat kodrati manusia. Dalam fakta yang terjadi di 
lapangan dari hasil wawancara kepada Kasatlantas Polrestabes Jeneponto yaitu 
Bapak Mustapa Sani, terjadinya pemukulan bahkan pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrakan yang dilakukan oleh keluarga korban atau masyarakat sekitar 
yang berada di tempat kejadian tabrakan tersebut sebenarnya tidak dibenarkan 
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karena akan terjadi tindak pidana baru yang dilakukan oleh para pelaku 
pemukulan atau pengeroyokan, maka dari itu Bapak Mustapa Sani selaku 
Kasatlantas Polres Jeneponto menerangkan
1
  
“ hal-hal yang seharusnya dilakukan jika terjadi peristiwa kecelakaan lalu 
lintas, yaitu sebagai berikut: (1). Tindakan yang akan kepolisian lakukan 
jika terjadi kecelakaan tabrakan lalu lintas, yaitu: Karena merupakan tugas 
dan tanggung jawab kepolisian khususnya dibidang lalu lintas bahwa dalam 
hal terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya kepolisian akan tangani 
dengan baik. Dalam pengertian tindakan hukum yang akan kepolisian 
lakukan tentu yang pertama petugas lalu lintas mendatangi tempat kejadian 
perkara (TKP) mengecek tempat kejadian perkara, apa yang terjadi pada 
tempat kejadian perkara tersebut tentunya dilakukan pengolahan tempat 
kejadian perkara bahwasanya mulai dari kendaraan yang terlibat, kemudian 
faktor jalan lalu diolah dalam arti bahwa oleh kepolisian yang membidangi 
hal bagian penyidik kecelakaan akan melihat bukti-bukti yang ada di tempat 
kejadian perkara kemudian diproses  tentunya dengan keterangan para saksi-
saksi tersebut menjadi bahan yang akan diproses dijadikan dasar untuk 
menentukan bahwa apakah memang benar kejadian tersebut suatu peristiwa 
kecelakaan lalu lintas. Berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas tentunya 
yang dicari siapa yang lalai berkendaraan sehingga dapat menimbulkan 
kecelakaan. (2). Cara kepolisian menangani jika terjadi pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrak, yaitu: Berbicara masalah pengeroyokan yang 
mungkin terjadi disuatu daerah, manakala pelaku tabrakan tersebut 
melarikan diri atau berada di tempat kejadian lalu keluarga korban tabrakan 
secara spontanitas melakukan pemukulan atau pengeroyokan. Tentunya hal 
tersebut tidak dibenarkan karena melanggar hukum, artinya melakukan 
kekerasan terhadap orang lain. Kalaupun terjadi kecelakaan lalu lintas tentu 
pelakunya akan diproses secara hukum, karena pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrakan tersebut bukan tindakan pembenaran. Akan tetapi fenomena 
tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh karena melihat 
keluarganya yang terkapar dijalan secara spontanitas dan merasa jengkel 
sehingga mereka langsung melakukan pengeroyokan tersebut.  Akan tetapi 
apapun alasannya tindakan tersebut salah dan melanggar aturan hukum. Dan 
tentunya pelaku pengeroyokan tersebut akan dikenakan sanksi dan tentunya 
akan diproses, karena sudah kasus lain yaitu melakukan pengeroyokan lebih 
lanjut akan diproses atas dasar pengeroyokan. (3). Cara kepolisian 
menangani korban kecelakaan tabrakan lalu lintas, yaitu: Penanganan yang 
kepolisian lakukan oleh penyidik penanganan kecelakaan lalu lintas datang 
ke tempat kejadian perkara memeriksa, melihat bukti-bukti yang ada di 
tempat kejadian perkara tersebut, seperti bekas-bekas yang ada di tempat 
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 Mustapa Sani (45 tahun), Kasatlantas Polres Jeneponto, wawancara, Jeneponto 23 
januari 2015. 
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kejadian perkara baik kendaraan, kemudian bekas-bekas korban, agar 
kepolisian dapat menentukan perkara tabrakan, kemudian kepolisian 
mencari keterangan-keterangan saksi karena dalam hal menyidik suatu 
perkara tersebut harus ada saksi yang tentunya melihat, mengetahui bahkan 
mengalami peristiwa tersebut. Kepolisian dari pihak penyidik kecelakaan 
tentunya akan mengolah data-data tersebut kemudian dijadikan suatu berkas 
perkara kemudian diajukan ke jaksa penuntut umum lalu disidangkan, 
hakim dalam sidang tersebut akan memvonis siapa yang salah atau lalai 
dalam berkendara sehingga terjadi kecelakaan tabrakan lalu lintas. 
Karena pada prinsipnya tidak ada orang yang mau dengan sengaja 
celaka atau mencelakakan orang lain hanya karena lalai sehingga terjadilah 
peristiwa kecelakaan tabrakan lalu lintas, penyebabnya biasa disebabkan 
karena tidak menaati aturan-aturan lalu lintas,  karena terburu-buru sehingga 
mengabaikan aturan-aturan lalu lintas, memaksakan menyalip, mengendarai 
kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, perlengkapan kendaraannya tidak 
layak, kemungkinan rem kendaraan yang ditunggangi tidak berfungsi 
dengan baik dan yang penting perilaku berkendara dijalan. Yang jelasnya 
kecelakaan lalu lintas akan diproses kepolisian sepanjang diketahui dan 
dapat dibuktikan bahwa pengendara yang mana yang lalai akan diproses 
secara hukum, aturannya, urutan-urutannya, lalu dilakukan penyidikan 
kemudian limpahkan berkas ke kejaksaan. ”  
 
Bapak Mustapa sani juga menambahkan bahwa faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya pengeroyokan ialah  
“ pertama karena ketidaktahuan oleh masyarakat, kedua karena pengaruh 
sosial, lingkungan, ketiga minimnya pendidikan dan adanya rasa iba dari 
para pelaku pengeroyok tersebut, sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut. 
”   
Dibawah ini juga ada beberapa hasil wawancara langsung dari  responden 
dari Bapak Lurah, Tokoh Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Tonro Kassi, 
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Seperti yang diungkapkan oleh:  
Bapak Arnas Aidil Lurah Tonro Kassi, menerangkan bahwasanya
2
: 
“ Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrakan kecelakaan lalu lintas, Faktor yang biasa melatar belakangi 
terjadinya pengeroyokan tersebut karena adanya tanggapan bahwa darah 
dibayar darah, adanya perilaku primitif, tindakan spontan, adanya faktor 
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psikologi, pengaruh lingkungan, tidak mengerti hukum karena taraf 
pendidikan yang rendah dan faktor tersebutlah yang mempengaruhi 
perilaku, jika taraf pendidikannya mencapai jenjang SMA bisa saja mengerti 
hukum, karena masyarakat yang pernah menimbah ilmu mengerti beberapa 
hal tentang hukum, jika melakukan pengeroyokan tentu ada sanksi 
hukumnya ”. 
Hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Haji 
Bohari seorang Tokoh Masyarakat terpandang di Kelurahan Tonro Kassi, terkait 
dengan pertanyaan yang serupa seperti yang diberikan kepada Bapak Arnas Aidil 
Lurah Tonro Kassi. Haji Bohari menerangkan bahwasanya:
3
 
“ Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya Pengeroyokan 
Terhadap Pelaku Tabrakan Kecelakaan Lalu Lintas.  
Membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan pemukulan 
bahkan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas, ada beberapa hal 
yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, pertama kurangnya 
pemahaman mengenai hukum, masyarakat yang cenderung memiliki taraf 
pendidikan yang rendah kurang mengetahui tentang peraturan-peraturan 
yang terkait dengan tata cara menangani kecelakaan lalu lintas termasuk 
merespon terhadap pelaku tabrak, kedua kurangnya pemberitahuan dari 
pihak kepolisian  tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan tata cara 
menangani kecelakaan lalu lintas termasuk merespon terhadap pelaku 
tabrak, ketiga bisa jadi karena faktor lingkungan yang menjadi penyebab 
terjadinya tindakan-tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrak, 
sehingga memicu tindakan  atau reaksi spontanitas  yang dilakukan orang-
orang yang kurang pemahaman tentang peraturan dan hukum yang berlaku. 
” 
Begitupun dengan yang disampaikan oleh Daeng Sanu’ seorang 
Masyarakat Kelurahan Tonro Kassi, tidak jauh berbeda dengan apa yang 
dinyatakan oleh Bapak Arnas Aidil Lurah Tonro Kassi dan Haji Bohari Tokoh 
Masyarakat terpandang Kelurahan Tonro Kassi, terkait dengan pertanyaan serupa, 
beliau menyatakan bahwasanya:
4
 
“ Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya Pengeroyokan 
Terhadap Pelaku Tabrakan Kecelakaan Lalu Lintas. 
                                                          
3
 Haji Bohari (52 tahun), Tokoh masyarakat, wawancara, jeneponto, 24 Januari 2015. 
4
 Daeng Sanu’ (39 tahun), Petani, wawancara, Jeneponto, 25 Januari 2015. 
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Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya pengeroyokan tersebut 
biasanya karena faktor lingkungan yang keras, kebiasaan yang terlalu sering 
berhura-hura, bisa juga karena kurang pemahaman pendidikan sehingga 
menyebabkan  seseorang tersebut pemikirannya tidak terlalu luas dalam 
merespon suatu peristiwa yang terjadi salah satunya yaitu dalam merespon 
pelaku tabrak lalu lintas yang cenderung mengedepankan kekerasan dalam 
merespon tanpa mau mengetahui penyebab terjadinya tabrakan tersebut dan 
juga yang biasa nenjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena 
adanya rasa jengkel atau marah sehingga terjadi spontanitas dalam 
melakukan pemukulan. ” 
 
Setelah menyimak pendapat yang diutarakan oleh para informan, faktor-
faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan adalah sebagai berikut: 
1. Berkaitan dengan faktor sosial budaya, karakter pribadi setiap orang yang 
memang sudah sejak lama hidup di lingkungan yang keras sehingga 
menimbulkan efek yang berkepanjangan dan tidak bisa dipungkiri bahwa 
jika merespon suatu peristiwa apalagi berkaitan dengan nyawa, mau tidak 
mau tindakan kekerasan akan sangat gampang terjadi tanpa memikirkan 
dampak yang ditimbulkan dari tindakan pengeroyokan tersebut. Hal ini 
serupa dengan apa yang diutarakan oleh Daeng Sanu’5 beliau menyatakan 
bahwa:  
“ Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya Pengeroyokan 
Terhadap Pelaku Tabrakan Kecelakaan Lalu Lintas. 
Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya pengeroyokan 
tersebut biasanya karena faktor lingkungan yang keras, kebiasaan 
yang terlalu sering berhura-hura, bisa juga karena kurang pemahaman 
pendidikan sehingga menyebabkan  seseorang tersebut pemikirannya 
tidak terlalu luas dalam merespon suatu peristiwa yang terjadi salah 
satunya yaitu dalam merespon pelaku tabrak lalu lintas yang 
cenderung mengedepankan kekerasan dalam merespon tanpa mau 
mengetahui penyebab terjadinya tabrakan tersebut dan juga yang 
biasa nenjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena adanya 
rasa jengkel atau marah sehingga terjadi spontanitas dalam 
melakukan pemukulan. ” 
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2. Berkaitan dengan faktor ekonomi, dalam hal ini peran dari para tokoh 
agama dan alim ulama sangat diperlukan untuk memberikan siraman 
rohani, kultum dan ceramah. Karena biasanya akibat dari kesenjangan 
sosial dan rasa iri hati serta dengki yang terdapat pada diri masing-masing 
orang sehingga jika merespon suatu peristiwa tindakan kekerasan akan 
sangat gampang terjadi, membahas mengenai hal yang berkaitan dengan 
faktor ekonomi sebenarnya menjadi tantangan tersendiri untuk penulis 
karena sifatnya sangat sensitif   untuk dibahas, namun harus agar hal 
seperti ini tidak luput dari pengawasan. Hal yang terkait dengan faktor 
ekonomi ini juga disampaikan oleh Haji Bohari
6
, yaitu:  
“ faktor ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya pengeroyokan terhadap 
pelaku tabrakan bisa saja karena adanya sifat iri hati oleh sipengeroyok, 
apalagi jika yang menjadi pelaku tabrak adalah orang yang bisa dikatakan 
memiliki taraf kehidupan ekonomi yang mapan. ”  
 
3. Berkaitan dengan faktor rasa solidaritas (pacce) dari masyarakat, hal 
tersebut bisa saja terjadi apalagi jika yang menjadi korban tabrakan 
tersebut adalah keluarganya maupun masyarakat setempat, ada banyak hal 
yang membuat pelaku pengeroyokan melakukan hal tersebut terkadang ada 
beberapa pengendara memang sering ugal-ugalan dijalan, menggunakan 
kendaraannya dengan kecepatan atau laju yang tidak sepantasnya, 
misalnya melewati jalan yang terdapat banyak pengguna jalan, di depan 
sekolah, di depan tempat ibadah. Meskipun sudah diberi peringatan untuk 
pelan-pelan baik tertulis maupun secara langsung, sehingga sebagian 
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masyarakat sekitar menjadi geram dan tiba saat terjadinya sesuatu yang 
tidak diinginkan yaitu terjadi tabrakan yang tidak diinginkan oleh pelaku 
apalagi korban tabrak, sebagian masyarakat sekitar kejadian tabrakan 
tersebut langsung bereaksi dengan cara melakukan pemukulan baik secara 
individu maupun secara bersama-sama. Hal ini hampir sama dengan yang 
disampaikan Bapak Mustapa Sani
7
, yaitu:  
“ fenomena tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat oleh karena 
melihat keluarganya yang terkapar dijalan secara spontanitas dan merasa 
jengkel sehingga mereka langsung melakukan pengeroyokan. ” 
 
B. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Tindakan 
Pengeroyokan Terhadap Pelaku Tabrakan Lalu Lintas 
Dari hasil wawancara terhadap Bapak Mustapa Sani selaku Kasatlantas 
Polrestabes Jeneponto
8
. Beliau mengatakan bahwa,  
“ Karena sudah menjadi bagian dari pihak kepolisian untuk 
mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga memahami aturan hukum, 
bagaimana masyarakat bersikap atau merespon terhadap peristiwa yang 
berkaitan dengan hukum, karena permasalahan mengenai hukum ada jalur-
jalur yang harus dipenuhi. Tentunya pihak kepolisian selalu menghimbau 
dan mengsosialisasikan bahwasanya melakukan tindakan pengeroyokan 
tidak dibenarkan, karena jangan sampai hanya satu persoalan kemudian 
menambah persoalan lagi. Karena akan merugikan pihak-pihak yang ada 
didalamnya, kepolisian juga selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa 
jika terjadi suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas hal-hal yang perlu 
dilakukan yaitu menolong korban, mencatat atau mengimformasikan kepada 
kepolisian. Hal tersebut sudah membantu dan berpartisipasi dalam hal 
penegakan hukum. 
Pihak kepolisian selalu berupaya mensosialisasikan agar masyarakat 
dapat mengerti terhadap proses-proses hukum yang berlaku, karena jangan 
sampai tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas  terus 
terjadi. ” 
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Begitupun apa yang diungkapakan dari hasil wawancara terhadap Bapak 
Arnas Aidil Menambahkan bahwasanya9,  
“ hal-hal yang akan dilakukan yaitu melakukan penyuluhan kepada 
masyarkat tentang hukum agar masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan 
hukum yang berlaku tentunya dalam hal ini harus dibantu atau didampingi 
oleh pihak kepolisian karena dalam hal kecelakaan yang terjadi terdapat 
suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Faktor atau 
kendala yang didapati dalam masyarakat, masih ada yang buta huruf, 
pendidikan yang kurang efeknya tidak mengerti hukum, kecuali masyarakat 
yang pernah menikmati jenjang pendidikan mungkin saja mengerti hukum. 
Dalam penanganan segera terhadap pengeroyokan tersebut, karena seperti 
yang diketahui bersama bahwa tidak serta merta kepolisian dapat langsung 
berada di tempat kejadian perkara kecelakaan tabrakan tersebut terjadi 
sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut, maka dari itu peran dari tokoh 
masyarakat dalam hal ini yang menangani atau mengurai jika terjadi 
peristiwa pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas. ” 
   
Hal yang juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Haji 
Bohari seorang Tokoh Masyarakat terpandang di Kelurahan Tonro Kassi
10
, Haji 
Bohari menerangkan bahwasanya: 
“ Upaya yang bagus dilakukan untuk mengurangi bahkan mencegah 
tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas ada berbagai 
cara, pertama bisa dilakukan dengan pendekatan secara agama, maksudnya 
yaitu memberitahukan, mengajarkan, menjelaskan dan bahkan 
mengamalkan dari sisi dan aspek keagamaan mengenai sikap tenang dan 
sabar dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi tanpa harus 
melakukan tindakan kekerasan yang berbentuk pemukulan bahkan 
pengeroyokan jika terjadi suatu peristiwa tabrakan terhadap pelaku tabrak 
tersebut apalagi jika pelaku tabrak tersebut berniat berhenti dan mau 
bertanggung jawab. Kedua, upaya yang bagus dilakukan untuk mengurangi 
dan bahkan mencegah tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu 
lintas yaitu kepolisian harus melakukan penyuluhan hukum terkait dengan 
tata cara menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas termasuk larangan 
melakukan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas, pihak 
kepolisian bisa menjelaskan bahwa jika terjadi pengeroyokan tersebut maka, 
kasusnya beda, bahkan setiap orang yang melakukan pengeroyokan tersebut 
                                                          
9
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dapat dikenakan sanksi terkait dengan tindakan pengeroyokan yang 
dilakukannya. ” 
 
Begitupun dengan yang disampaikan oleh Daeng Sanu’ seorang 
Masyarakat Kelurahan Tonro Kassi
11
, Bahwasanya,  
“ Upaya yang akan dilakukan untuk mengurai atau mencegah agar tidak 
seringnya terjadi pengeroyokan atau pemukulan terhadap pelaku tabrakan 
lalu lintas tersebut yaitu masyarakat dan kepolisian dapat bekerjasama 
mengadakan seminar atau penyuluhan tentang hukum dan peraturan yang 
membahas mengenai tata tertib menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas, 
agar masyarakat yang masih awam atau buta terhadap hukum dapat 
mengetahui dan mengerti mengenai hukum, terkhusus kepada bagaimana 
cara merespon peristiwa kecelakaan lalu lintas tanpa harus melakukan 
tindakan pemukulan yang bahkan sampai pada tahap pengeroyokan atau 
sering disebut main hakim sendiri, mahasiswa juga dapat berperan aktif, 
terutama mahasiswa yang latar belakang jurusannya mempelajari mengenai 
hukum. pada permasalahan mengenai pemukulan atau pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara 
menjelaskan dan memaparkan aturan dan tata cara serta melakukan 
pendekatan langsung kepada masyarakat tentang menangani peristiwa 
tabrakan kecelakaan lalu lintas. ” 
 
Setelah menyimak pendapat yang diutarakan oleh para informan, upaya-
upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrakan lalu lintas adalah sebagai berikut :  
1. Pemerintah dan kepolisian dapat bekerja sama membuat peraturan yang 
lebih merinci pada kasus pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan, para 
pelaku pengeroyokan harus disanksi dan dihukum sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukannya, apalagi jika korban pengeroyokan meninggal dunia 
meskipun dalam hal lain korban pengeroyokan merupakan pelaku 
tabrakan, agar kedepan para pelaku tabrakan tidak lagi melakukan 
tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu tabrak lari, setelah dipelajari 
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yang menjadi pemicu terjadinya tindakan tabrak lari, karena pelaku 
tabrakan takut dihakimi massa apalagi hingga dikeroyok sampai 
meninggal belum lagi kendaraan yang digunakan hancur. Tindakan main 
hakim sendiri harus dicegah dengan peraturan yang kuat dan sanksi yang 
tegas, apalagi jika pelaku tabrakan tersebut berniat berhenti dan 
bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini juga serupa dengan yang 
diutarakan oleh Arnas aidil
12
, yaitu:  
“ Pemerintah dalam hal ini bagian legislatif, yang memiliki wewenang 
membuat peraturan baru ataupun merevisi peraturan yang sudah ada harus 
benar-benar memperhatikan peraturan mengenai perlindungan hukum 
terhadap pelaku tabrakan lalu lintas agar tidak dikeroyok oleh massa, itu 
jika pelaku tabrak tersebut berniat ingin bertanggung jawab atas 
perbuatannya dan ingin berhenti dan tidak melakukan tindakan tabrak lari, 
agar kedepan tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas 
tidak lagi terjadi, karena sudah ada peraturan yang memberikan sanksi 
terhadap pelaku tabrak tanpa harus dikeroyok lagi. ”  
 
2. Setelah pemerintah dan kepolisian membuat peraturan mengenai larangan 
melakukan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan, langkah selanjutnya 
yang harus dan wajib dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian yaitu 
mengsosialisasikan peraturan tersebut ke masyarakat, agar masyarakat 
tahu dan sadar bahwa perbuatan mengeroyok atau main hakim sendiri 
kepada pelaku tabrakan itu tidak dibenarkan dan telah ada sanksi berat 
untuk setiap individu yang melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut. 
Hal yang serupa disampaikan oleh Daeng Sanu’, yaitu  
“ pemerintah dan kepolisian dapat bekerjasama mengadakan seminar atau 
penyuluhan tentang hukum dan peraturan yang membahas mengenai tata 
tertib menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas, agar masyarakat yang 
masih awam atau buta terhadap hukum dapat mengetahui dan mengerti 
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mengenai hukum, terkhusus kepada bagaimana cara merespon peristiwa 
kecelakaan lalu lintas tanpa harus melakukan tindakan pemukulan yang 
bahkan sampai pada tahap pengeroyokan atau sering disebut main hakim 
sendiri, mahasiswa juga dapat berperan aktif, terutama mahasiswa yang 
latar belakang jurusannya mempelajari mengenai hukum. pada 
permasalahan mengenai pemukulan atau pengeroyokan terhadap pelaku 
tabrakan kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara menjelaskan dan 
memaparkan aturan dan tata cara serta melakukan pendekatan langsung 
kepada masyarakat tentang menangani peristiwa tabrakan kecelakaan lalu 
lintas. ” 
 
3. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengajak masyarakat 
untuk taat peraturan dan hukum demi keselamatan bersama terutama jika 
berkendara, patuhi rambu-rambu dan hindari larangan-larangan dalam 
berkendara, yang paling sering dilanggar tanpa mereka sadari bahwa hal 
tersebut sangat membahayakan jika dilakukan oleh pengendara yaitu 
melanggar lampu lalu lintas, melawan arus, tidak menggunakan helm dan 
menggunakan kendaraan yang tidak layak pakai. Peran tokoh masyarakat, 
pemuka adat, skruktur pemerintah,  tokoh alim ulama bahkan lingkup 
keluarga dapat menjadi panutan agar menjadi pihak yang mampu 
memberikan penjelasan dan pemahaman dalam menanggapi peristiwa 
tabrakan kecelakaan lalu lintas yang harus sesuai dengan prosedur yang 
berlaku yang telah diatur dalam perundang-undangan, diantaranya menjadi 
contoh dan panutan selaku pelaku pengguna jalan yang baik, baik itu 
sedang berkendara maupun berjalan kaki tanpa harus melakukan kegiatan 
pengeroyokan terhadap pelaku tabrak. Hal ini serupa dengan yang 
disampaikan oleh Bapak Mustapa sani
13
 yaitu:  
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“ Tentunya pihak kepolisian selalu menghimbau dan mengsosialisasikan 
bahwasanya melakukan tindakan pengeroyokan tidak dibenarkan, karena 
jangan sampai hanya satu persoalan kemudian menambah persoalan lagi. 
Karena akan merugikan pihak-pihak yang ada didalamnya, kepolisian juga 
selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa jika terjadi suatu peristiwa 
kecelakaan lalu lintas hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menolong korban, 
mencatat atau mengimformasikan kepada kepolisian. Hal tersebut sudah 
membantu dan berpartisipasi dalam hal penegakan hukum. Pihak 
kepolisian selalu berupaya mensosialisasikan agar masyarakat dapat 
mengerti terhadap proses-proses hukum yang berlaku, karena jangan 
sampai tindakan pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas  terus 
terjadi. ” 
Selain upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan 
pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan lalu lintas tersebut, maka penulis juga 
dapat menambahkan solusi untuk mencegah terjadinya tindakan pengeroyokan 
terhadap pelaku tabrakan lalu lintas, yaitu sebagai berikut :  
1. Pendekatan Hukum  
Perlu mengadakan sosialisasi yang tepat dan rutin tentang kedudukan 
hukum kepada masyarakat, sosialisasi rutin tersebut dapat dilakukan bukan 
hanya di daerah perkotaan tapi juga di daerah pelosok yang masih sangat 
minim pengetahuan mengenai kedudukan hukum yang ada di negara 
Indonesia. Pemerintah, kepolisian, organisasi bahkan mahasiswa yang 
latarbelakang pendidikannya mempelajari hukum dapat bekerja sama dalam 
mengadakan sosialisasi tersebut.   
2. Strategi kebudayaan 
Strategi kebudayaan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan 
pencerahan mengenai siri’ na pacce dalam hal yang positif, maksudnya jika 
diadakan gotong-royong, melihat orang-orang disekitarnya kesusahan baik 
dalam hal pendidikan maupun ekonomi, maka dapat memberikan bantuan 
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berupa tenaga ataupun dalam bentuk donasi. Reaktualisasi nilai dan 
kewajiban luhur Jeneponto yang sangat kental dengan siri’ na pacce harus 
diarahkan kearah yang positif dengan melakukan upaya relevan dengan 
pendekatan kehidupan kontemporer, maksudnya seiring dengan 
perkembangan zaman, masyarakat dapat mempertahankan adat maupun 
kebiasaan yang bernilai positif dan meninggalkan kebiasaan yang bernilai 
negatif dan merugikan banyak orang.   
Menurut pendapat penulis, hal yang paling penting juga yang perlu 
dilakukan, selain yang telah dipaparkan oleh para Informan, perlunya diadakan 
Mediasi jika antara pihak pelaku tabrak dan pihak korban tabrak ingin 
menyelesaikan permasalahan yang menimpa mereka tanpa harus membawanya ke 
ranah peradilan. Penulis juga menambahkan bahwa Mediasi adalah suatu upaya 
penyelesaian sengketa terhadap para pihak dengan duduk bersama guna untuk 
menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dengan menghadirkan seorang 
mediator yang bersikap netral (dalam hal ini pihak kepolisian atau tokoh 
masyarakat) yang mampu menjembatani dialog antara para pihak agar tercipta 
sebuah proses dialog yang tertib, yang dimana dengan hadirnya seorang mediator 
akan mengarahkan para pihak untuk bisa lebih terbuka dan jujur dalam 
menyampaikan masalahnya. 
Proses mediasi dimulai dengan cara sebagai berikut:  
a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak. 
b. Mediator memastikan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan 
masalah dengan jalur mediasi.   
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c. Mediator menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator. 
d. Mediator menjelaskan prosedur mediasi. 
e. Mediator menjelaskan parameter kerahasiaan. 
f. Mediator menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan. 
g. Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan yang akan dibahas dan 
menentukan urutan sub topik yang aka dibahas dalam proses perundingan 
serta menyusun agenda perundingan. 
h. Mediator dapat mengungkapkan kepentingan tersembunyi yang dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan mengumumkan 
pertanyaan langsung kepada para pihak, atau cara tidak langsung dengan 
mendengar atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang 
dikemukakan para pihak. 
i. Mediator berusaha untuk mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada 
pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari 
alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama. 
j. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa, dimana mediator membantu 
para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak 
suatu penyelesaian masalah. Mediator juga mengingatkan para pihak agar 
bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak 
masuk akal. 
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k. Proses tawar-menawar akhir, dimana pada tahap ini para pihak telah melihat 
titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama 
lainnya. Mediator juga membantu para pihak agar mengembangkan tawaran 
yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidaknya tercapainya 
penyelesaian masalah. 
l. Mencapai kesepakatan formal, para pihak menyusun kesepakatan dan 
prosedur atau pelaksanaan kesepakatan yang mengacu kepada langkah-
langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi 
kesepakatan dan mengakhiri sengketa.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan terkait pembahasan pada bab-
bab sebelumnya, terkait dengan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa dalam 
peristiwa kecelakaan tabrakan lalu lintas, terjadinya peristiwa pemukulan bahkan 
pengeroyokan terhadap pelaku tabrakan yang dilakukan keluarga korban maupun 
masyarakat setempat terjadinya peristiwa tabrakan tersebut oleh karena 
disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu tabrakan tersebut tidak disengaja apalagi 
disengaja oleh sipelaku tabrak tetap saja peristiwa pemukulan bahkan 
pengeroyokan tidak dapat dihindari. Padahal di negara kita ini, telah terdapat 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara menangani 
peristiwa kecelakaan lalu lintas ditambah lagi dengan tersedianya aparatur 
kepolisian yang diberi tugas dan wewenang untuk menangani peristiwa 
kecelakaan lalu lintas tersebut. Jika pemukulan bahkan pengeroyokan terjadi 
terhadap pelaku tabrak, maka kasus hukumnya akan lain, karena sudah termasuk 
tindakan pidana yang akan diancam hukuman sanksi berupa denda bahkan 
kurungan maupun penjara. Maka dari itu sebisa mungkin menghindari tindakan 
pemukulan atau pengeroyokan terhadap pelaku tabrak, apalagi pelaku tersebut 
mau mengakui kesalahannya dan yang paling penting pelaku tersebut mau 
bertanggung jawab atas tindakannya yang telah menabrak.   
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B. Implikasi Penelitian 
Setiap peristiwa kecelakaan yang terjadi, tidak sepenuhnya kita dapat 
menyalahkan pelaku tabraknya, mungkin karena korban juga yang kurang teliti 
dalam mempergunakan fasilitas jalan sehingga terjadilah peristiwa tabrakan 
tersebut. Terjadinya peristiwa pemukulan bahkan pengeroyokan terhadap pelaku 
tabrak disebabkan karena kurang pemahaman atau masih awam terhadap hukum. 
Maka dari itu selaku pemerintah dan aparatur kepolisian hendaklah memberikan 
pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan tata cara menangani atau 
merespon jika terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan mengadakan seminar 
sosialisasi tata cara menangani dan merespon peristiwa kecelakaan tabrakan lalu 
lintas. 
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